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MEMASUKI tahun Pemilu 2024, in-

tensitas perbincangan isu politik makin

meningkat di 2023. Siapa calon presi-

den dan calon wakil presiden diusung

partai politik atau gabungan parpol ra-

mai di media massa apalagi media

sosial (medsos). Membaca arah peta

koalisi partai, siapa partai ditinggal ger-

bong koalisi yang sudah dibentuk, per-

gerakan aktor politik, harapan pada

penyelenggara pemilu dan lainnya,

agar pemilu berjalan sukses hampir se-

tiap hari menjadi berita. 

Banjir informasi politik medsos men-

jadi berkah demokrasi dan kebebasan.

Namun bisa menjadi bencana jika arus

informasi politik didominasi hoaks,

ujaran kebencian, fitnah. Apalagi berita

bohong dibalut isu-isu sensitif seperti

suku, agama, ras dan antargolongan

(SARA) yang membahayakan masa de-

pan kebebasan dan demokrasi serta

mengancam keragaman di Indonesia.

Menambah Kecemasan

Belajar dari pemilu dan pilkada se-

belumnya maupun momen politik glob-

alópertarungan politik tak hanya terja-

di di dunia realitas tapi ramai jagat dig-

ital, bahkan politik virtual mendorong

aksi dunia nyata. Politik medsos meng-

hadirkan kecemasan akan masa depan

demokrasi dan eksistensi negara.

Dalam buku Marx in Age of Digital

Capitalism, Vincent Mosco mengingat-

kan bahwa medsos menciptakan ekosis-

tem yang sangat rawan manipulasi dan

kejahatan. 

Semakin mengkhawatirkan penggu-

na internet dan medsos mengalami ke-

naikan. Asosiasi Penyelenggara Jasa

Internet Indonesia (APJII) 2022 menye-

butkan pengguna internet di Indonesia

mencapai 210 juta bertambah 35 juta

atau sekitar 77% penduduk Indonesia

merupakan pengguna internet. Dari sisi

keaktifan berselancar medsos data We

Are Social terdapat 191 juta naik

12,35% pada 2022.

Kenaikan jumlah pengguna internet

dan kita tergolong pengguna aktif med-

sos, menambah kecemasan. Survei

Indeks Literasi Digital Kemkominfo

2022 yakni 3.54 berada di level sedang.

Penting digarisbawahi dari survei itu

72,6% responden memperoleh informasi

medsos dan 52,2% responden mengaku

tak mengecek informasi mereka terima

dari medsos. Padahal 55,9% sering me-

nemui hoaks di medsos Facebook, 16%

berita daring, 13,9% dari Whatsapp dan

13,1% dari YouTube. Bahkan, 30,8% res-

ponden mrnyatakan medsos sebagai

sumber berita paling dipercaya setelah

televisi 43,5%.

Problem di medsos makin kompleks

jelang tahun politik tatkala melalui

medsos dijumpai hoaks politik dan

penggunaan isu SARA. Pada

Pilpres 2019, Kementerian

Komunikasi dan Informatika

mendata 771 konten hoaks selama

periode pemilu 2019. Dari 771

konten hoaks mayoritas berkaitan

politik jelang Pilpres 2019. Pun

pada Pilkada 2020, sebanyak 38

isu hoaks (periode 1 September-18

November 2020) tersebar melalui

platform digital. 

Saluran Politik

Lampu kuning penggunaan

medsos dan SARA di tahun politik.

Medsos harus mengedepankan

keadaban, kepatuhan pada norma

hukum berlaku, menjunjung etika

dan kepentingan bersama. Ini se-

jalan dengan tren perubahan sa-

luran politik lewat medsos yang

meningkat.

Pemerintah harus membuat kebi-

jakan dan strategi jitu mencegah atau

mengurangi penggunaan medsos seba-

gai sarana kampanye negatif yang

merusak kualitas demokrasi dan meng-

ancam keutuhan bangsa. Lokus dan

fokus kebijakan menyentuh aspek

penghapusan akun atau melakukan

take down pada konten hoaks dan

mengatur serta mengawasi platform

global adalah keharusan demi efektivi-

tas kebijakan diambil.  

Sukses hajatan politik dengan prose-

dur pemilu dijalankan, lahir pemimpin

yang mendapat legitimasi kuat rakyat :

pemimpin pembawa perubahan dan ke-

majuan bagi masyarakat. Yakni

pemimpin yang tak memanfaatkan

medsos dan isu SARA sebagai komoditi

politik untuk duduk di kursi kekuasaan

sesaat.  ❑-d

*) Andi Andrianto, (Pegiat di

Lingkar Informasi Politik)

Mempertimbangkan Desa Wisata Bahari

Andi Andrianto

Disiapkan 9.000 toilet di 127 rest

area

-- Toilet tidak bisa dianggap re-

meh keberadaannya

***

Nekat jual petasan, 90 orang di

Semarang dijebloskan penjara

-- Bagaimana dengan yang mem-

buat?

***

Bimtek Ngadi Busana untuk

Dharma Wanita

-- Jangan sampai ’saltum’

Medsos dan SARA di Tahun Politik

KALURAHAN Pucung Girisubo,

Gunungkidul mengadakan sarasehan de-

ngan tema cukup strategis. Yakni ren-

cana pengembangan potensi maritim un-

tuk mendukung sektor pariwisata.

Sebuah langkah yang patut didukung

mengingat mereka mempunyai ke-

sadaran akan potensi yang dimiliki dan

bertanggung jawab untuk mengem-

bangkannya dalam kerangka pengen-

tasan kemiskinan. 

Visi Gubernur DIY 2022-2027 adalah

Menyongsong Abad Samudera Hindia

Untuk Kemuliaan Martabat Manusia

Jogja. Momentum sejarah sedang

mendekat ke tiga kabupaten pesisir,

yakni Kuloprogo, Bantul dan

Gunungkidul. Perpindahan bandara

dari Sleman ke Kulonprogo jelas meng-

ubah lanskap kawasan pesisir. Secara

beriringan dibangun pula akses jalan

tol yang menghubungkan ketiga

kawasan yang disambung dengan jalur

jalan lintas selatan (JJLS). 

Menggeser Prioritas

Memindahkan titik tumpu dan

menggeser prioritas pembangunan dari

budaya agraris menuju budaya maritim

(among tani dagang layar) memerlukan

pendekatan yang integral dan holistik

yang berbasis ekologis. Tidak saja harus

menanggalkan ego sektoral dan

mengedepankan sinergi, juga dibutuhkan

orientasi dan keberpihakan yang nyata

terhadap masyarakat pesisir. 

Pemerintah harus memiliki road map

yang jelas agar program berdurasi perad-

aban ini tepat sasaran. Pembangunan

kawasan pesisir tidak saja harus sesuai

karakter wilayah tetapi juga bisa menjadi

mercusuar dalam pengertian sebenarnya.

Pengelolaan potensi bahari tentu tidak

hanya memperkenalkan (kembali) ma-

syarakat pada budaya ikan. Apalagi jika

yang mau dijadikan penggerak adalah

sektor pariwisata bahari. Mendirikan de-

sa wisata maritim, misalnya, bukan

sekedar memindahkan model desa wisa-

ta seperti yang ada selama ini ke desa pe-

sisir. Karakter desa wisata bahari berbe-

da dengan desa wisata seperti pada

umumnya.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan No. 93 Tahun 2020, Desa

Wisata Bahari (Dewi Bahari) adalah

kawasan yang mempunyai potensi daya

tarik wisata dari pemanfaatan jasa sum-

ber daya kelautan dan perikanan menja-

di lokasi wisata bahari. Lebih dari

sekedar wisata air.  Dewi Bahari menem-

patkan ruh budaya bahari sebagai karak-

ter yang diperkuat dengan beragam

atraksi wisata yang khas pesisiran dan

akses yang mudah dijangkau wisatawan.

Dewi Bahari juga menyiapkan paket

wisata yang berfungsi sebagai daya sedot

wisatawan.

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

setidaknya telah menetapkan 34 Desa

Maritim di wilayah pesisir selatan. Selain

diorientasikan untuk meningkatkan

perekonomian warga pesisir, program

yang bersumber dari danais itu juga

merupakan langkah awal menyongsong

laut sebagai masa depan. Menarik untuk

didiskusikan seberapa efektif desa mar-

itim mampu menjawab tantangan za-

man. Perubahan sosial yang ditandai de-

ngan beroperasinya Bandara YIA, akses

jalan tol, JJLS, dan massifnya investor di

kawasan pesisir telah terjadi di depan

mata. 

Bumdes

Dalam upaya mewujudkan laut seba-

gai halaman depan dengan Dewi Bahari

sebagai icon, pemerintah perlu men-

dorong, memberi ruang dan kepercayaan

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) seba-

gai generatornya. Tidak saja perlu sedi-

ni mungkin mengidentifikasi potensi

unggulan dan menyiapkan grand de-

sign Dewi Bahari, Bumdes nantinya

juga harus memerankan diri sebagai

off taker bagi semua produk kelautan. 

Bagai gurita, Bumdes harus memi-

liki kaki berupa UMKM, Pokdarwis,

Poktankan, kelompok nelayan dan

Taruna Bahari sebagai penopang

sekaligus penjamin kesinambungan

produksi. Bumdes juga harus memba-

ngun jaringan pasar dan merajut kerja

sama kemitraan dengan

BUMD/BUMN. Dengan peran dan

tanggung jawab seperti itu, Bumdes

bertindak sebagai katalisator berger-

aknya Sistem Ekonomi Gotong Royong

(Segoro).

Dari skema inilah, keadilan dan ke-

sejahteraan sosial bisa didistribusikan se-

cara benar, merata dan adil. Sehingga ka-

wasan pesisir selatan benar-benar menja-

di halaman depan Yogyakarta. ❑--d

*) Wahjudi Djaja SS MPd, Dosen

STIEPar API Yogyakarta, Anggota Pokja

Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol

DIY)

Wahjudi DjajaMagnet Baru Bernama Koalisi Besar
DALAM politik, tidak ada

kawan atau lawan yang abadi,
yang ada hanya kepentingan
abadi.  Adagium politik tersebut
kian menunjukkan kejelasan, da-
lam realita tahun politik seperti
sekarang ini. Sekalipun berbeda
dukungan bahkan berbeda koal-
isi dalam Pemilu 2019, itu menja-
di pemandangan yang biasa  kita
lihat saat ini.

Pemandangan itu muncul da-
lam pertemuan Ketua Umum
(Ketum) Partai Gerindra Pra-
bowo Subianto  dengan Ketum
Partai Perindo Hary Tanoe be-
berapa hari lalu.  Dalam perte-
muan tersebut Prabowo terus te-
rang menyatakan terbuka untuk
Perindo bila mau gabung dalam
koalisi yang besar (KR, 6/4).
Padahal sebagaimana diketahui,
Prabowo dengan Gerindra da-
lam Pemilu 2019 adalah me-
mimpin  Koalisi Adil Makmur
yang mengajukan diri sebagai
calon presiden. Sedang Perindo
pada waktu yang sama berada
dalam Koalisi Indonesia Maju
yang mengusung Jokowi. 

Di dalam tahun politik seperti
sekarang, silaturahim antarelite
partai sebagai upaya menjalin
komunikasi politik, adalah hal
yang biasa dan akan kian sering
terjadi.   Upaya membangun ser-
ta menumbuhkan kematangan
berpolitik sekaligus menjaga
agar demokrasi berjalan di atas
rel yang benar, menjadi upaya
yang terus dijalin. Bahkan retori-
ka sebagaimana dikatakan Pra-
bowo dalam pertemuan di kedia-
man Kertanegara, Rabu (5/4) pe-
tang lalu : “Kami ingin memba-
ngun barisan yang cukup besar
dan solid. Supaya menjamin ke-
langsungan pembangunan
bangsa,” akan kian sering terde-
ngar.

Frasa baru: koalisi besar,
adalah kunci yang menjadi mag-
net.  Menurut KBBI, koalisi meru-
pakan kerja sama antara be-
berapa partai untuk memperoleh
kelebihan suara dalam par-
lemen. Jika merujuk KBBI, maka
koalisi besar tentu berujuan
memperoleh kelebihan suara
yang besar dalam parlemen. 

Wacana terjalinnya koalisi be-

sar ini bergulir saat Presiden
Jokowi berkumpul bersama lima
ketum parpol yang sebelumnya
tergabung dalam Koalisi
Kebangkitan Indonesia Raya
(KKIR yang digagas Gerindra
dan PKB) dengan Koalisi In-
donesia Baru (KIB, terdiri Golkar,
PAN dan PPP) di Markas PAN,
awal April. Dengan koalisi besar
diharap mampu memenangkan
pilpres dalam satu kali putaran. 

Jika merujuk siapa-siapa yang
tergabung dalam koalisi besar di-
mana terdapat partai-partai be-
sar tersebut, sangat dimung-
kinkan kemenangan akan diraih.
Apalagi, kelima partai itu se-
karang merupakan pendukung
Jokowi dan Jokowi  pun ‘meres-
tui’ terwujudnya koalisi besar
tersebut.  Tetapi tentu saja, ke-
beradaannya  bukannya tanpa
tantangan atau kendala. Akan
sulit ketika sudah bicara siapa
yang diusung sebagai calon
presiden atau wakil presiden. 

Penentuan calon presiden dan
calon wakil presiden, tentu tidak
semudah membalikkan tangan.
Bahkan disinilah titik krusial dan
akan menjadi persoalan besar.
Karena masing-masing ketum
akan merasa dirinya membawa
gerbong besar dan ‘memberikan
sumbangan suara’ besar dalam
pemilihan tersebut. Kesulitan
berikut dengan banyaknya yang
bergabung memunculkan ba-
nyak pandangan berbeda. Tan-
tangannya, adalah bagaimana
menyatukan suara partai
anggota.

Mungkin saja, koalisi besar
akan bisa mengamankan peme-
rintahan masa mendatang. Wa-
laupun presiden sangat kuat posi-
sinya, karena dipilih langsung rak-
yat. Namun menurut pakar hukum
tatanegara UGM, Zainal Arifin
(rumahpemilu,org, 2019) dengan
kuasa yang besar dan ditopang
dukungan yang sangat besar oleh
lembaga yang seharusnya menja-
di pengawas (parlemen), sangat
mudah membuat presiden tidak
akan terkawal dengan baik.
Artinya, parlemen sebagai lemba-
ga pengawas sulit menjalankan
checks and balances seba-
gaimana sumpahnya.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-
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nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih. 
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Mengapa Lebaran Jadi Alasan?
IDUL Fitri adalah Hari

Kemenangan setelah sebulan
berpuasa di bulan Ramadan.
Seharusnya dalam suasana ke-
menangan, hati yang bersih dan
jernih ini digunakan untuk intro-
speksi, refleksi diri apakah selama
setahun sudah benar-benar men-
jadi orang baik, sehingga keme-
nangan yang diraih bisa dikatakan
mendekati mutlak.

Tapi apa yang terjadi? Sungguh
ironis realita yang acap kita lihat.
Idul Fitri atau Lebaran acapkali jus-
tru dikambinghitamkan bagi
orang-orang tertentu untuk
melakukan hal tidak baik. Hal yang

sering  terungkap di media, ketika
seseorang tertangkap/ditangkap,
usai berbuat onar/kriminalitas ialah
: untuk lebaran.

Dalih butuh uang untuk lebaran,
membuat gelap mata sehingga
menipu, melakukan tindak kejatan
bahkan menjual barang haram
dan lainnya. Ini sangat
menyedihkan dan menodai mak-
na dari Idul Fitri itu sendiri. Karena
puasa tidak sekadar Manahan la-
par dan haus. Dan Lebaran juga ti-
dak sekadar mudik, baju baru
ataupun makan enak. Apalagi
main petasan.  ❑-d

Wahyu, Mlati Sleman


